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Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah salah satu 
wadah organisasi perempuan di masyarakat desa  dan kelurahan. Pemberdayaaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan desa 
yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan 
desa, juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan desa. PKK sebagai gerakan  
yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dalam 
membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan 
keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Organisasi PKK 
sudah melembaga baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun 
Desa. Melihat Program dari Pemberdayaan dan Kesejahateraan Keluarga  (PKK) 
yaitu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Ganting Damai Kecamatan 
Salo Kabupaten Kampar salah satunya Program Kelestarian Lingkungan Hidup 
yaitu belum berjalannya maksimal Program Tersebut. 
 Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program  
dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ganting Damai 
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar  serta bagaimana hambatan Pemberdayaan 
dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam menjalankan programnya. Secara 
teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 
kepada masyarakat terhadap program kelestarian lingkungan hidup yang 
dijalankan oleh tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa 
Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. 
 Penelitian terhadap program kelestarian lingkungan hidup ini 
menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, melihat 
sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat atau sinkronisasi antara hukum 
dengan masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Total 
samplimg. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. 
Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan 
secara induktif. 
 Didalam menjalankan program kelestarian lingkungan hidup tim 
pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pernah melakukan kegiatan 
diantaranya: (i) Penyuluhan; (ii) Gotong Royong; (iii) Menanam Tanaman Obat 
dan Pohon Buah; (iv) Membuat Tempat Sampah. Faktor penghambatnya adalah 
(i)kurangnya dukungan dari pemerihtahan desa, (ii) kurangnya anggota 
pemberdayaan dan kesejahraan keluara kususnya pokja IV dalam menjalnkan 
program kelestarian lingkungan hidup, (iii) kurangnya sara dan prasarana, (iv) 
tingkat kesadaran masyarakat Desa Ganting Damai kurang. Itulah yang membuat 
tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak bisa menjalakan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kesejahteraan Sosial wujud dari upaya terpenuhinya segala aspek oleh 
individu sehingga tercapainya hidup yang layak dan mampu mengembangkan 
diri serta dapat berfungsi secara sosial sebagai wujud tanggung jawab 
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kesejahteraan Sosial 
dilakasanakan untuk mencapai tujuan yaitu, meningkatkan taraf kesejahteraan 
hidup dan ketahanan sosial masyarakat, meningkatkan kemampuan dan 
kepedulian masyarakat serta tanggung jawab dunia usaha dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara melembaga 
dan berkelanjutan dalam wujud managemen berkualitas terpadu, terbuka, 
bermitra, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan berkelanjutan (UU 
Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). 
Kesejahteraan sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara 
untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak 
berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi 
rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. 
Negara hanya bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang 
memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara 
dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin. 
Kesejahteraan hak setiap warga Negara, dari awal kemerdekaan 




pada kenyataannya kesejahteraan hanyalah argument belaka. Kesejahteraan 
dilihat dari berbagai aspek kehidupan, kesejahteraan tidak luput dari masalah-
masalah yang ada di sekitar kita diantaranya: kekerasaan perempuan dan anak, 
kematian ibu dan anak, kekerasaan seksual, kesenjangan gender dan 
diskriminasi sosial. 
Berangkat dari permasalahan di atas pemerintah memiliki program 
yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan yang 
memiliki peran terhadap ruang lingkup keluarga yaitu Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ditujukan untuk memberdayakan 
perempuan agar berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan. 
Adapun yang dimaksud dengan Gerakan Peemberdayaan dan 
Kesejahteraaan Kelaurga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK 
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 yat 1 Peraturan Presiden Nomor 99 
Tahun 2017 Tentaang Gerakan Peemberdayaan dan Kesejahteraaan Kelaurga 
bahwa : 
“Gerakan pemberdayaanan dan kesejahteraan keluarga yang 
selanjutnya disebut gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan 
masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat menuju 
terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang 
Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju 
dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum 
dan lingkungan”.1 
 
Tujuan PKK adalah memberdayakan perempuan untuk turut 
berpartisipasi dan meningkatkan kesejahteraan demi terwujudnya keluarga 
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beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan 
berbudi luhur, sehat sejahtera dan lahir batin. 
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, bahwasannya 
Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) memiliki 10 program kerja 
pokok terdapat dalam pasal 11 yakni : a. Penghayatan dan pengamalan 
pancasila; b. Gotong Royong; c. Pangan; d. Sandang; e. Perumahan dan 
laksanan rumah tangga; f. Pendidikkan dan Keterampilan; g. Kesehatan; h. 




Walaupun programnya sudah tersusun dengan rapi namun sepuluh dari 
program tersebut ada satu dari program tersebut tidak di jalankan yaitu dalam 
ayat ( I ) Tentang kelestarian lingkungan hidup  apa yang terjadi didalam 
prakteknya tidak sesuai dengan peraturan yang ada khusunya di Desa Ganting 
Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. 
Dalam pasal 12 dapat dijelaskan bahwa program kelestarian 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf I berupa 
penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup 
dan kawasan pemukiman yang sehat. 
3
 
Perlindungan lingkungan hidup dapat dilakukan tidak berdasarkan 
pada aturan tetapi juga terhadap peran masyarakat dalam pngelolaan 
lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna 
                                                             
2
 Republik Indonesia,  Peraturan Presiden No 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,  Pasal 11 
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meningkatkan kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dengan segala 
permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan 
komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan 




Hukum yang baik jika  didalamnya terdapat nilai keadilan bagi semua 
orang, dalam rangka itu hukum berfungsi sebagai alat keadilan dalam 
pengelolaan lingkungan.
5
       
Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan manusia itu sendiri tidak bisa 
dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Maka sebagai 
individu harusnya menjaga segala aspek yang ada pada masyarakat, salah 
satunya adalah kesehatan lingkungan banyak faktor yang mempengaruhi 
kesehatan, baik kesehatan individu  maupun kesehatan masyarakat. Hendrik L 
menggambarkan secara ringkas keempat faktor ini (keturunan, lingkungan, 
prilaku, dan pelayanan kesehatan) di samping berpengaruh satu sama lain.
6
  
Upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang 
memenuhi persyaratan keseahatan dalam penerapannya dimasyarakat sanitasi 
meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah. 
Sanitasi sangat menentukan keberhasilan dari paaradigma pembangunan 
kesehatan lingkungan yang lebih menekankan pada aspek pencegahan dari 
aspek pengobatan. Dengan adanya upaya pencegahan yang baik, angka 
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 Muhammad Erwin, Hukum lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan 
lingkungan hidup, ( Bandung : Refika Aditama, 2008) h. 58  
5
 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, ( 
Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum  Universitas Indonesia, 1991 ) h. 153  
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kejadian penyakit yang terkait dengan kondisi lingkungan dapat dicegah. 




Beberapa desa yang saya jumpai tim penggerak PKK melakukan 
program kelestarian lingkungan hidup dengan dibantu oleh masyarakat 
setempat para tim penggerak PKK mebuat apotik hidup. Dan disitu dibantu 
oleh desa untuk mncari lahannya agar tim PKK dan masyarakat lebih mudah 
menanam tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat, bahkan para tim 
penggerak PKK menganjurkan kepada masyarakat agar mereka juga membuat 
apotik hidup di sekitar rumahnya. 
Kegunaan dari apotik hidup yang dibuat oleh PKK yaitu agar 
masyarakat lebih mudah mencari obat apabila sedang dibutuhkan oleh 
masyarakat itu sendiri dan juga masyarakat bebas mengambil secara gratis 
tanpa harus membayar kepada tim dari penggerak PKK.           
Berdasarkan fenomena-fenomena apa yang terjadi diatas tidak sesuai 
dengan aturan yang berlaku penulis bermaksud untuk mengangkat 
pembahasan ini “Pelaksanaan Program Tim Pemberdayaan Dan 
Kesejahteraan Keluarga ( PKK)  Terhadap Kelestarian Lingkungan 
Hidup Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 
2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di 
Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar  ”. 
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 Mundiatun, Daryanto,  pengelolaan kesehatan lingkungan, (  Yogyakarta :  Gava Media, 




B. Batasan Masalah 
Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan 
terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap 
bagaimana pelaksanaan program tim penggerak pemberdayaan dan 
kesejahteraan keluarga di Desa Ganting Damai, Kecamatan Salo, Kabupaten 
Kampar terhadap kelestarian lingkungan hidup masyarakat berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga dan faktor- faktor seperti apakah yang menghambat 
tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam melaksanakan 
program kelestarian lingkungan hidup di Desa Ganting Damai Kecamatan 
Salo Kabupaten Kampar. 
 
C. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah : 
1. Bagaimana Pelaksanaan Program Tim Penggerak Pemberdayaan dan 
kesejahteraan Keluarga Terhadap kelestarian lingkungan hidup 
Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 
Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Desa 
Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ? 
2. Apa yang menjadi paktor penghambat Tim Peggerak Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam menjalankan program  kelestarian 
lingkungan hidup  masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 
Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 




D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan dan 
kesejahteraan keluarga terhadap kelestarian lingkungan hidup 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang 
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghamabat tim penggerak pkk 
dalam melakukan kelestarian lingkungan hidup masyarakat di Desa 
Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.  
2. Manfaat Penelitian  
1. Secara Teoritis 
a. penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai 
pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga 
terhadap kelestarian lingkungan hidup masyarakat berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga . 
b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan 
ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan. 
c. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan suatu 
karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan 




2. Secara Praktis 
a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan 
program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga terhadap 
kelestarian lingkungan hidup masyarakat. 
b. Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana. 
 
E.  Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
8
 Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian 
itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 
Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk 
akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra 
manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. 
Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan 
langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.
9
 
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). 
Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif 
tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, 
individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.
10
Adapun metode 
pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat 
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 HB Satopo, Metode Penelusuran Kualitatif, (UN Press Surakarta, 1999) h. 89 
9
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:sinar Grafika, 2011) h. 24 
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sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.
11
Pendekatan sosiologi 
hukum merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspek-aspek 
hukum,
12
 dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam 
masyarakat. Penelitian ini di lakukan terhadap pelaksanaan program 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Kelestarian 
Lingkungan Hidup Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo 
Kabupaten Kampar, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, 
kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju 
kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian 
masalah. 
1. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di 
Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
Sebagai subjek penelitian adalah Ketua pemberdayaan dan 
kesjahteraan keluarga, beberapa anggota PKK, dan Kepala Desa  yang 
ada di Desa Ganting Damai Kecamtan Salo Kabupaten Kampar. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau 
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Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek 
yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.
14
 Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Total sampling. 





Tabel populasi dan total 
 
No Responden Populasi Total Persentase 
1 Kepala desa 1 orang 1 orang 100% 
2 Ketua PKK 1 orang 1 orang 100% 
3 Anggota Pokja IV 12 orang 12 orang 100 % 
 
4. Sumber Data 
a. Sumber Data 
Sumber data adalah tempat di perolehnya data.
16
 Adapun 
yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari 
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun 
laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di 
olah oleh peneliti. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang di peroleh dari 
dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 
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dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, 
skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. 
Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi : 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 
berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang 
berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain : 
a. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang 
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. 
b. Undang Undang No 11 Tahun 2009 Tentang 
Kesejahtaeraan Sosial 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan 
ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian 
3. Bahan Hukun Tersier 
Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan 
mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder 
yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  
ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti 
bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. 






Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung 
di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti 
gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
yang pelaksanaanya dilakukan secara langsung berhadapan dengan 
yang di wawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung sperti 
memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan 




3. Tinjauan pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan peneliti mencari landasan 
teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang 
dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “trial and error”.18 
Adapun study pustaka dibedakana dua macam, yaitu : 
a. Acuan umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan 
informasi lain yang bersifat umum, misalnya : buku-buku, 
indeks, esiklopedia, farmakope dan sebagainya. 
b. Acuan khusus, yang bersisihasil-hasil penelitian yang terdahulu 
yang berkaitan dengan permaslahan penelitian yang diteliti, 
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misalnya : jurnal, laporan penelitian, bulletin, tesis, disertasi, 
brosur dan sebaginya.  
4. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 
kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen 
yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. 
Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 
peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang 
subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang 
ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.
19
  
6. Teknik Analisa Data       
Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan 
skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan 
yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang 
dilakukan. Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya 
akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah 
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun prilaku 
yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif. 
Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang 
meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang  telah 
dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode 
induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan 
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permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip 
khusus menuju penulisan umum. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian 
penulisan dengan sistematika sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian,, metode penulisan, serta sistematika penulisan. 
BAB II  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum 
tentang lokasi penelitian yaitu Desa Ganting Damai Kecamatan 
Salo Kabupaten Kampar. 
BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini berisikan tentang konsep- konsep yang 
berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian yaitu 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 
BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   
Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana 
pelaksanaan program PKK terhadap kelestarian lingkungan hidup 
masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 
2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan 




pelaksanaan dan faktor yang menghambat dalam Kelestarian 
Lingkungan Hidup Masyarakat, memberikan usulan dan masukan 
dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Kelestarian 
Lingkungan Hidup Masyarakat, mengumpulkan data dan 
informasi tentang Kelestarian Lingkungan Hidup. 
BAB V  PENUTUP 










GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Desa Ganting Damai 
Desa Ganting adalah hasil dari Pemekaran Kenegerian Bangkinang 
pada tahun 1977 dengan wilayah administrasi sama dengan wilayah kuasa 
wilayat ninik mamak datuk Pandak dengan sebutan Desa Muda dengan batas 
sebagai berikut: 
 Sebelah Utara berbatasan  dengan Batu Gajah (Bekas Kerajaan Siak Sri 
Indrapura )  
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lipat Kain (III Koto Setingkai) 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Jambu (Kenegerian Kuok) 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sipungguk (Kenegerian Salo) 
Penduduk Desa Ganting Damai mayoritas adalah penganut agama 
Islam. Desa Ganting Damai adalah hasil Pemekaran dari Desa Ganting 
berdasarkan keputusan Bupati Kampar Nomor : 213 tahun 2001 Tanggal 2 
Oktober 2001 tentang pengesahan 12 Desa persiapan dalam wilayah 
Kabupaten Kampar dan didepenitipkan berdasarkan Keputusan  Bupati 
Kampar Nomor : 392 tahun 2003 tanggal 10 September 2003 tentang 
penetapan /pembentukan Desa Persiapan Desa Ganting Damai Kecamatan 
Bangkinang Barat menjadi desa depenitip dalam daerah  Kabupaten Kampar 
dengan Kepala Desa sebagai berikut :
20
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Tahun (2001 – 2003) ZAMRI Sebagai Kepala Desa dan 
MUHAMMAD YUSUF Sebagai Sekdes 
Tahun (2005 – 2011) SYAFI’I, S.Hi Sebagai Kepala Desa dan 
MUHAMMAD YUSUF, SH Sebagai Sekdes 
Tahun (2011 – 2014) AGUSTIAN YUSRO, S.Pd Sebagai Kepala Desa 
dan MUHAMMAD YUSUF, SH Sebagai Sekdes 
Tahun (2014 - 2015) MUHAMMAD YUSUF, SH Sebagai Pj Kepala 
Desa 
Tahun (2015-2021) ALI ABRI, S.Pd Sebagai Kepala Desa dan FEBRI 
KAMAL Sebagai Sekdes. 
Adapun Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya yaitu : 
1. Kepala Keluarga : 452 KK  
2. Laki-laki  : 1.044 Orang 
3. Perempuan  : 1.017 Orang 
 
B. Keadaan Sosial 
a). Pendidikan 
1. SD/ MI  : 400  Orang 
2. SLTP/ MTs  : 512  Orang 
3. SLTA/ MA  : 712  Orang 
4. S1/ Diploma : 42    Orang 
5. Putus Sekolah : 489  Orang 





6. Buta Huruf  : 21    Orang
21
 
b). Lembaga Pendidikan 
1. Gedung TK/PAUD  : 2 buah/ Lokasi di Dusun Suka Maju dan 
Dusun Sukun 
2. SD/MI   : 2 buah/ Lokasi di Dusun Suka Maju dan 
Dusun Sukun 
3. SLTP/MTs   : 1 buah/ Lokasi di Dusun Suka Maju 
c). Kesehatan 
a. Kematian Bayi 
1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini  : 55      orang 
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : ...........orang 
b. Kematian Ibu Melahirkan 
1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini   : 55     orang 
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini  : ...........orang 
c. Cakupan Imunisasi 
1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105    orang 
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 95    .orang 
3. Cakupan Imunisasi Cacar : ..........orang 
d. Gizi Balita 
1. Jumlah Balita   : 467   .orang 
2. Balita gizi buruk  : .........orang 
3. Balita gizi baik   : 467   .orang 
4. Balita gizi kurang  : ..........orang 






C. Keadaan Ekonomi 
a). Pertanian  
Jenis Tanaman : 
1. Padi sawah  : 162,5  .ha 
2. Padi Ladang : 5  ha 
3. Jagung  : 9         .ha 
4. Sawit  : 350 ha 
5. Karet  : 800 ha 
b). Peternakan 
Jenis ternak : 
1. Kambing   : 117  ekor 
2. Sapi    : 30 ekor 
3. Kerbau   : 150 ekor 
4. Ayam    : 500 ekor 
c). Perikanan    
1. Tambak ikan  : 3    ha 
d). Struktur Mata Pencaharian 
Jeis Pekerjaan : 
1. Petani   : 854 orang 
2. Pedagang   : 20 orang 
3. PNS    : 6   orang 
4. Tukang   : 39 orang 




6. Bidan/ Perawat  : 12 orang 
7. TNI/ Polri   : 1   orang 
8. Pesiunan   : 2   orang 
9. Sopir/ Angkutan  : 10 orang 
10.  Buruh   : 129 orang 
 
D. Kondisi Pemerintahan Desa 
a). Lembaga pemerintahan 
Jumlah aparat desa : 
1. Kepala Desa  : 1 orang 
2. Sekretaris Desa  : 1 orang 
3. Perangkat Desa  : 9 orang 
4. BPD   : 9 orang 
b). Lembaga kemasyarakatan 
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan : 
1. LPM   : 1 Kelompok  
2. PKK   : 1 Kelompok 
3. Posyandu   : 2 Kelompok 
4. Pengajian   : 10 Kelompok 
5. Kelompok Tani  : 10 Kelompok 
6. Gapoktan   : 1   Kelompok 
8. Simpan Pinjam  : 1 Kelompok 
9. Kelompok Tani  : 5 Kelompok 




c). Pembagian Wilayah 
Nama Dusun : 
1. Dusun Suka Maju          : Jumlah 6 RT / 3 RW 
2. Dusun Sukun       : Jumlah 4 RT / 2 RW 
3. Dusun Sepakat             : Jumlah 4 RT / 2 RW 
d). Struktur Organisasi Desa 
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN 
DESA GANTING DAMAI 
KECAMATAN  SALO KABUPATEN KAMPAR 
NAMA-NAMA APARAT DESA : 
Kepala desa    : ALI ABRI, S.Pd 
Sekretaris Desa    : FEBRI KAMAL 
Kepala Seksi Pemerintahan  : EFRI 
Kepala Seksi Kesejahteraan  : M. NASIR 
Kepala Seksi Pelayanan    : SUHENDRI, S.Sos 
Kepala Urusan Umum   : IDA FITRI YANIS 
Kepala Urusan Perencanaan  : ZULHENDRA, A.Md 
Kepala Urusan Keuangan   : WAN NORASIAH 
Kepala Dusun  
1.Dusun Suka Maju   : SUKARNI 
2.Dusun Sukun   : YUNASRI, S.Sy 





e). Struktur Organisasi PKK 
SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGGERAK PKK 
DESA GANTING DAMAI 
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR 
 
NAMA-NAMA ANGGOTA PEMBERDAYAAN dan 
KESEJAHTERAAN KELUARGA 
Ketua    : MASTURA, S. PD 
Wakil Ketua    : AIDIL FITRI 
Sekretaris    : 1. SEKRETARIS  
       2. DESMA WATI 
Bendahara    : 1. NURHUDA 
          2. SITI ROHANI 
Pokja I 
 Ketua    : AIDIL FITRI  
 Wakil    : NURHUDA 
 Sekretaris   : HERMA YENIS 
 Anggota   : 1. HASNIMAR 
       2. MARHENIS 
       3. NAPSIA 
       4. WIDIA WATI 
       5. DASMAWATI 
       6. SYAMSIAR 




       8. DESMANELI 
Pokja II 
 Ketua    : ERNWATI 
 Wakil    : NUR INSANI 
 Sekretaris   : RITATI 
 Anggota   : 1. LIDIA SATRIANIS 
       2. WAN NORASIA 
       3. ROSMIATI 
       4. NURBAYA 
       5. NIRWANA 
       6. DESMAWATI 
       7. FITRI YANTI 
       8. NURMIATI 
Pokja III 
 Ketua    : IDA FITRI YANIS 
 Wakil    : YUSMULIANA  
 Sekretaris   : EKA 
 Anggota   : 1. ARMAYANTI 
       2. SURYANI 
       3. NUR LAILA 
       4. YUSNAWATI 
       5. YANTI MARLINA 




       7. PARIDA SUSANTI 
       8. INDRA WATI 
Pokja IV 
 Ketua    : YENNI MARDALENA 
 Wakil    : NANIK 
 Sekretaris   : NUR MAYSURI 
 Anggota   : 1. ERNI YANTI 
       2. YUSNELI TENTI 
       3. EVI ZAHRIAH 
       4. NUR KASNAH 
       5. IRA WATI 
       6. MIRA WATI 
       7. MELIZA 
       8. SITI MARIANI 
       9. NURAISYAH 
 
E. Sarana dan Prasarana Umum Desa Ganting Damai 
1. Prasarana Pendidikan  
Desa Ganting Damai merupakan salah satu Desa yang ada di 
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan jumlah penduduk usia 
sekolah relatif banyak dibandingkan Desa lainnya yang ada di Kecamatan 
Salo. Oleh sebab itu di Desa ini diperlukan tersedianya prasarana 
pendidikan yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan 




Batu Sasak Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yaitu seperti terdapat pada 
tabel berikut :  
Tabel II.2 
Prasarana Pendidikan 
NO Prasaran Pendidikan Jumlah (Unit) 
1. Taman Kanak-kanak (TK) 2 
2. Sekolah Dasar (SD) 3 
3. Madrasah Tsanawiyah (MTS) 1 
Sumber : Kantor Desa Ganting Damai  Sasak Kecamatan Salo 
Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka 
di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar terdapat 
2 unit Taman Kanak-Kanak, 3 unit Sekolah Dasar (SD) dan 1 unit 
Madrasah Tsanawiyah (MTS). 
2. Prasarana Peribadatan  
Prasaran peribadatan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo 




No Prasarana Peribadatan Jumlah (Unit) 
1. Musholla 3 
2. Masjid 3 
Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo 
Berdasarkan data pada tabel diatas, maka prasarana peribadatan 
yang ada di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar 
yaitu sebanyak 3 unit masjid, dan 6 unit mushalla. Tersedianya 








3. Prasarana dan Sarana Kesehatan  
Prasarana dan sarana kesehatan di pedesaan sangat berperan 
dalam memilahara kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan 
masyarakat Desa. Prasaran dan sarana kesehatan yang terdapat di 
Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yaitu 
seperti dijelaskan pada tabel berikut : 
Tabel II.4 
Prasarana dan Sarana Kesehatan 
 
No Prasarana dan Sarana Kesehatan Jumlah (Unit) 
1. Puskesmas 1 
2. Posyandu 2 
3. Bidan 3 
4. Pengobatan Alternatif 2 
Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo 
4. Prasarana Olahraga  
Prasarana olahraga yang ada di Desa Ganting Damai   
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yaitu seperti yang dijelaskan 
pada tabel berikut : 
Tabel II.5 
Prasarana Olahraga 
No Prasaran Olahraga Jumlah (Unit) 
1. Lapangan sepak bola 1 
2. Lapangan bola voli 2 
3. Bulu tangkis 1 
Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo 
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F. Visi dan Misi 
Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari 
masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga 
Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu 
mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan 
turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama 
sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf 
hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program 




Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 
(enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, 
penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, 
partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional 
Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat 
benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat 
sehingga secara bertahap Desa Sipungguk  dapat mengalami kemajuan. Untuk 
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a. Visi Desa 
“DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN DAN KETERBUKAAN 
MEMBANGUN NEGERI MENUJU MASYARAKAT MAJU,  
ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA” 
Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat 
yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pelaksanaan Pembangunan di Desa Ganting Damai  baik secara individu 
maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Sipunguk 
mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi 
semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pelaksanaan Pembangunan. 
b.  Misi Desa 
1.   Mencari, menerima saran dan kritikan masyarakat dalam pembngunan, 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa.  
2. Meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam 
pembangunan desa. 
3. Mempercepat pembangunan desa dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat desa. 
4. Memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri. 
5. Meningkatkan peran aparat pemerintahan desa sebagai garda terdepan 







A. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
a.  Pengertian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
  PKK salah satu wadah organisasi perempuan di masyarakat desa  
dan kelurahan. Pemberdayaaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah 
sebuah organisasi kemasyarakatan desa yang mampu menggerakkan 
partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, juga berperan 
dalam kegiatan pertumbuhan desa. PKK sebagai gerakan  yang tumbuh 
dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dalam membangun, 
membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan 
keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Organisasi 




Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor  99 Tahun 2017 Pasal 1 bahwa: 
  Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya 
disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan 
masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan 
untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan  
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi 
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luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender 
serta kesadaran hukum dan lingkungan.
25
 
b. Tujuan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga 
  Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun  2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan 
Permberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tujuan PKK yaitu : 
Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK  merupakan upaya 
memandirikan masyarakat  dan  bertujuan  untuk meningkatkan 
kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat 
sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta 
kesadaran hukum dan lingkungan.
26
 
c. Visi dan Misi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
 1. Visi 
    Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan 
yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, 
maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum 
dan lingkungan. 
2. Misi 
  > Meningkatkan mental spiritual, prilaku hidup dengan menghayati   
dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak 
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dan kewajiban sesuai dengan Hak Asasi  Manusia ( HAM ), 
Demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan gotong 
royong serta pembentukan watak bangsa yang selaras. 
    > Meningkat pendidikan dan keterampilan yang diperlukan, dalam 
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan 
keluarga. 
  > Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta 
upaya peningkatan pemanfaatan perkarangan melalui halaman 
asri, teratur dan indah dan nyaman (hatinya) PKK, sandang dan 
perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat. 
  > Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup 
serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek 
kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan 
membiasakan menabung. 
  > Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan 
pengorganisasian maupun pelaksanaan program – program nya 
yang disesuaikan situasi dan kondisi masyarakat setempat. 
  > Menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
anggota PKK melalui berbagai dan pembelajaran terstruktur. 
d.  Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
Berdasarkan pasal 11 yang penjelasan nya terdapat pada 12 




pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Program Pokok PKK ada 
10 yaitu : 
1. Program penghayatan dan pengamalan Pacasila sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa pembentukan dan 
penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan 
Pancasila dalam semua  aspek kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 
2. Program gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf b berupa peningkatan kesadaran kelurga dalam membangun 
kerja sama anatar-keluarga, warga, dan kelompk masyarakat untuk 
mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 
3. Progam pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c 
berupa peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan 




4. Program sandang sebagaimana dimaksud dalam  pasal 11 huruf d 
berupa peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang 
produksi dalam negeri sesuai moral bangsa Indonesia. 
5. Program perumahan dan tata laksana rumah tangga sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 11 huruf e berupa peningkatan kesadaran 
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keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta 
kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah. 
6. Program pendidikan dan keterampilan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 11 f berupa peningkatan kesadaran keluarga dalam 
peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan 
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya  saing. 
7. Program kesehatan sebagaimana dimkasud dalam pasal 11 huruf g 
berupa penumbuhan kesadaran kelurga dalam peningkatan derajat 
kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan prilaku 
hidup bersih dan sehat. 
8. Program pengembangan kehidupan berkoperasi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 11 huruf h berupa penumbuhan kesadaran 
keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui 
kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainya. 
9. Program kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 11 huruf I berupa penumbuhan  kesadaran keluarga 
dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan 
pemukiman yang sehat. 
10. Program perencanaan sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 
huruf j berupa penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga 
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B. Asas-Asas Penyelengaran Pemerintah Daerah 
1. Otonomi Daerah 
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk 
mengatur kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat sesui dengan peraturan perundang-undangan. 
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat untuk mempunyai 
batas daerah tertentu berwenang dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat menuju prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat  dalam ikatan 
Negara kesatuan Republik Indonesia.
29
 
Dalam bahasa belanda otonomi berarti “pemerintahan sendiri” 
(zelfregering) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas  zelfwetgeving 
(membuat uandang-undang sendiri), zelfuitvoering (melaksanakan sendiri) 
dan Zelfpolitie (menindaki sendiri).
30
 
Pengertian istilah otonomi dengan pemaknaan yang lebih terbatas 
dari etimologinya dikemukakan oleh logeman yaitu kebebasan atau 
kemandirian , tetapi bukaan kemerdekaan. Namun kebebasan yang 
terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang 
harus dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut syarifudin menyatakan ada 
dua aspek utama dalam otonomi yaitu : pemberian tugas dan kewenangan 
untuk memikirkan dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas 
tersebut (syarifudin, 1983: 23).    
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Melalui asas otonomi, maka daerah diberi kekuasan dalam menata 
mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar 
kepada daerah. pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas 
dalam pemerintah, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari 
berbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini 
adalah bagian dari wilayah Negara) yang masing-masing memiliki sifat-
sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis 
(keadaan tanah, iklim, flora fauna, adat istiadat, kehidupan ekonomi, 
dialek/bahasa, tingkat pendidikan, dan sebagainya.
31
   
2. Tugas Pembantuan  
Tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang ditugaskan kepada 
pemerintah daerah oleh pemerintah daerah tingkat pusat, dengan 
kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Urusan 
yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah 
atau provnsi. Pemerintah atau provinsi yang menugaskan ini menyusun  
rencana kegiatan, atau kebijaksanaan dan menyediakan anggarannya, 
sedangkan daerah yang ditugasi sekedar melaksanakannya, tapi wajib 
untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas itu.
32
 
Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (11)  
tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah 
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otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada 
daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah 
yang menjadi kewenangan provinsi. 
Berdasarkan hal tersebut hakikat tugas pembantuan adalah sebagai 
berikut : 
a. Tugas pembantuan adalah tugas membantu menjalankan urusan 
pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan yang bersifat 
operasional. 
b. Urusan pemerintah dapat ditugas bantukan adalah yang menjadi 
kewenangan dari instansi yang menugaskan. 
c. Kewewnangan yang dapat ditugas bantukan adalah kewenangan yang 
bersifat astributuf, sedangkan kewenangan yang bersifat delegatif tidak 
ditugas bantukan kepada instansi lain.  
d. Urusan pemerintahan yang dapat ditugas bantukan tetap menjadi 
kewenangan dari intansi yang menegaskannya. 
e. Kebijakan, strategi, pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber 
daya manusia disediakan oleh institusi yang menugaskannya. 
f. Kegiatan operasional diserahkan sepenuhnya pada institusi yang diberi 
penugasan, sesuai dengan situasi, kondisi serta kemampuanya. 
g. Institusi yang ditugaskan wajib melaporkan dan mempertanggung 





Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan maksud dan tujuan adanya tugas 
pembantuan adalah : 
a. Meningkatkan efesensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, 
pengelolaan pembangunan, serta pelayanan umum. 
b. Memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta 




C. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 
Salah satu elemen dari asas-asas hukum tata Negara juga adalah asas 
umum pemerintahan yang baik. Hal ini dengan fungsi kelembagaan, tugas dan 




Istilah asas dalam asas umum pemerintahan yang baik menurut 
pendapat Bachsan Mustafa dimaksudkan sebagai “asas hukum”, yaitu suatu 
asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum. Asas hukum adalah asas yang 
menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk juga kaidah 
hukum tata pemerintaahan. Kaidah atau norma adalah ketentua-ketentuan 
tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam pergaulan 
hidupnya dengan manusia lainnya. Ketentuan tentang tingkah laku dengan 
hubungan hukum dalam pembentukannya, sekaligus penerapannya, 
didasarkan pada asas hukum yang diberlakukan. Perlakuan asas-asas hukum 
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dalam lapangan hukum tata pemerintahan sangat diperlukan, mengingat 
kekuasaan aparatur pemerintah memiliki wewenang yang istimewa, lebih-




Konsep mengenai AAUPB ini berkaitan langsung dengan sikap 
tindakan pemerintah serta pertanggung jawaban terhadap tindakan mereka 
dalam menjalankan pemerintahan. Berikut ini akan diketengahkan beberapa 
AAUPB dalam pembahsan ini. 
1. Asas Kepentingan Umum 
Pemerintah dalam menjalankan kewajibannya sebagai pelayan 
rakyat, harus mendahlukan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi 
dan kelompok. Asas ini merupakan bagian dari dorongan kepada 
pemerintah untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintahan. 
Berdasarkan UU Anti KKN 1999, UU AP  2014, UU pemda 2014, 
UU PB 2009 penjelasan mengenai asas kepentingan umum dapat 
diketengahkan sebagai berikut : 
a. Asas kepentingan umum menurut UU Anti KKN 1999 adalah asas 
yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, 
akomodatif, dan akomodatif. 
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b. Asas kepentingan umum menurut UU AP 2014 adalah asas yang 
mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara 
yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. 
c. Asas kepentingan umum menurut UU Pemda 2014 asas yang 
mendahulukan kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, 
dan selektif. 
d. Asas kepentingan umum menurut UU PB 2009 adalah pemberian 




2. Asas kemanfaatan  
Dalam pelajaran ilmu hukum, kemanfaatan merupakan hal yang 
paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahsan tujuan 
hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya 
sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum 
bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai 
tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa 
terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan 
manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat 
defenisi didalam kamus Kamus Bersar Bahsa Indonesia manfaat secara 
terminologi bisa diartikan guna atau faedah.
37
  
Dalam konteks pemerintahan, kemanfaatan juga sangat sentral 
secara eksistensial, karena berkaitan dengan tujuan pemerintahan, apakah 
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pemerintahan yang dijalankan memiliki kemanfaatan untuk masyarakat 
atau tidak. Karena itu, asas ini menjadi sangat penting bila dikaitkan 
dengan posisi pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab 
guna mensejahterakan rakyat. 
3. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara  
Asas tertib penyelenggaraan Negara mengandaikan setiap 
penyelenggaraan Negara/pemerintahan harus dibangun/dikendalikan 
berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. 
Unsur-unsur ini juga menunjukkan kemiripan dengan asas kepastian 
hukum materiel (asas kepercayaan) sebagaimana telah dibahas 
sebelumnnya, dimana keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintahan dituntut untuk dapat dijadikan pegangan oleh warganya.
38
 
Prinsip tertib penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya 
menghendaki adanya keteraturan dan kesearahan gerak diantara para 
pelaku (pemerintah,swasata dan masyarakat). Ketiga pilar pemerintahan 
yang baik itu harus saling berkomunikasi secara timbal balik dan 
menetapkan arah dan tujuan yang saling terkait. Pemerintah membatasi 
kegiatan-kegiatan pelaksanaan dibidang tertentu, manakalah kegiatan 
tersebut sudah mampu ditangani sendiri oleh masyarakat/swasta.
39
 Akan 
tetapi terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya yang 
menyangkut hidup orang banyak seperti pemenuhan air bersih, lingkungan 
bersih, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, perumahan, dan kepentingan 
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lainnya. Maka pemerintah tidak boleh lepas tangan malainkan harus 
menjamin terpenuhi hak-hak warga Negara secara penuh dengan 
peningkatan yang progresif.   
Campur tangan pemerintahan hanya melalui 
kebijakan/perundangan untuk mendorong dan menciptakan suasana 
berperannya masyarakat, sehingga memupuk kemandirian masyarakat. 
Prinsip tertip penyelenggaraan pemerintahan ini ingin menghindarkan 
bentrokan/pertentangan diantara kebijakan, baik antara kebijakan yang 
ditetapkan oleh masing-masing intansi pusat, antara pusat dan daerah 
maupun antar daerah.        
 
D. Teori Demokrasi 
Dari sudut pandang etimologi Demokrasi berasal dari kata demos 
(rakyat) dan cretain (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat 
diartikan sebagai rakyat memerintah. Menurut tafsir R. Krenenburg, bahwa 
perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut 
maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.
40
 
Sementara itu, dalam kamus Dictionary Webters, bahwa demokrasi 
adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan 
rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka 
pilih daibawah sistem pemilihan umum yang bebas.
41
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Menurut Dahlan Thaib “Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan 
dalam mana kekuasaan untuk pemerintahan berasal dari mereka yang 
diperintah atau demokrasi adalah suatu pemerintahan yang mengikutsertakan 
rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi 
wewenang, maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih 
dan mengontrolnya. 
Selanjutnya Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi 
sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang 
penting atau arah kebijakan dibalik keputusan secara langsung didasarkan 
kepada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. 
Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan 
dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam 




Menurut Affan Gaffar, bahwa dalam pandangan lain demokrasi 
sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga 
didalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut ; 
1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat; 
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat 
mempertanggunngjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah 
ditempuhnya; 
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung; 
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4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok 
yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan 
harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai; 
5. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara 
teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan 
6. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam 
demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya 
secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul 
berserikat dan lain-lain. 
Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan 
beberapa lembaga, yaitu : 
1. Pemerintah yang bertanggungjawab; 
2. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan 
kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dalam 
pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-
kurangnya dua calon untuk setiap kursi; 
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik; 
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; 
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan 
mempertahankan keadilan 
Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, sehingga tepat 
apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu 




disetiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat 
dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu : 
1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan; 
2. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat; 
3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara; 
4. Ada kesemapatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan 
pemerintah atau negara; 
5. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk  memproleh 
dukungan atau suara 
6. Terdapat berbagai sumber informasi; 
7. Ada pemilihan yang bebas, jujur dan adil; 
8. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus 
bergantung pada keinginan rakyat. 
Robert Dahl mensyaratkan paling tidak ada delapan hal cermin 
demokrasi, antara lain: 
1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan 
berkumpul) 
2. Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat) 
3. Hak memilih dan dipilih 
4. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik 
5. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkatkan dukungan 




7. Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau 





1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan 
dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan 
perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum 
2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan 
fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga 
perwakilan  
3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada 
satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, 
kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ 
yang berbeda. 
4. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat 
dikontrol 
5. Kejujuran dan terbuka untuk umum 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Terhadap 
Kelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 
99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan 
Keluarga Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yaitu 
melakukan kegiaatan  diantaranya; (1) mengadakan Penyuluhan; (2) 
melakukan gotong royong; (3) menanam tanaman obat dan pohon buah; 
(4) dan membuat Tempat sampah 
2. Faktor penghambat tim penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan 
Keluarga (PKK) dalam menjalankan program Kelestarian Lingkungan 
Hidup Masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 
Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa 
Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar adalah diantaranya; 
(i) Kurangnya dukungan dari pemerintahan desa(ii) kurangnya anggota 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Khususnya Pokja IV 
dalam menjalankan programnya; (iii) kurangnya sarana dan prasarana, 
serta; (iv) kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga 
lingkungan sekitar    





 Untuk terlaksananya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang 
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Ganting Damai 
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sebagaimana yang diharapkan oleh 
anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bisa membantu 
pemerintahan desa dalam mensejahterakan masyarakat yang ada didesa . 
Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa 
saran yaitu : 
1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kampar serta 
Kecamatan salo dalam hal ini Ibuk Camat salo diharapkan agar  
memberikan sosialisasi tentang program Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) kepada masyarakat yang ada di se-Kecacamatan salo 
supaya program yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 
2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga bisa 
berjalan dengan baik. 
2. Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) perlu adanya sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat agar 
bisa menjaga lingkungan sekitar supaya tidak tercemar serta tetap terjaga 
kebersihannya dan terlibat aktif untuk sama-sama bekerja sama agar 
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